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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat  

ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan 

penelantaran anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

KDRT dimana unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur 

yang sentral  dalam  hukum  pidana.  Unsur  perbuatan  pidana  terletak  dalam 

lapangan objektif yang  diikuti  oleh unsur  sifat melawan  hukum, sedangkan 

unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari 

kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan  

kealpaan). Dengan demikian, maka jika unsur perbuatan pidana penelantaran 

anak dapat dibuktikan, maka orang tua yang menelantarkan anak harus dapat 

dimintai pertanggung jawabannya. 

2. Bahwa hambatan yang dialami kepolisian dilingkungan polres Gorontalo Kota 

dalam menangani tindak pidana penelantaran anak terdiri dari faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yakni sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. 

Sementara untuk faktor eksternal Undang-Undang dan penegakan hukum itu 

sendiri. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan 

saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu : 

1. Pemerintah atau lembaga-lembaga social baik KPAI ataupun pemerintah 

daerah dapat melakukan kegiatan penyuluhan, konsultasi atau konseling pada 

orang tua dan masyarkat untuk memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak 

agar supaya tidak ada kasus penelantaran anak, karena masih ada orang tua 

atau masyarakat yang belum mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak 

anak yang telah diatur dalam undang-undang, dan dapat menyediakan tempat 

tinggal yang layak bahkan pengetahuan bagi anak-anak terlantar. 

2. Pemerintah dan masyarakat dapat lebih efektif untuk menyingkapi kasus 

penelantaran anak, karena penelantaran anak sudah banyak terjadi disekitar 

masyarakat, tapi tidak ada perhatian khusus. Pemerintah dapat memberikan 

sanksi yang lebih tegas dan berat pada pelaku penelantaran anak agar supaya 

dapat memberikan efek jera untuk tidak mengulanginya lagi. 
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